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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah memiliki peran yag penting dalam proses suatu pembagunan. 

Berdirinya sebuah perumahan di atas tanah memerlukan suatu proses yang 

panjang mulai dari melakukan pengadaan tanah sampai dengan melakukan 

ijin membangun. Proses tersebut di atas sangat tergantung pada status 

tanahnya. Status tanah yang dikenal di Indonesia ada dua jenis, yaitu tanah 

yang berstatus sebagai tanah Negara, tanah yang berstatus sebagai tanah hak.
1
 

Berdasarkan uraian tentang status tanah yang ada di Indonesia di atas 

maka status tanah hak di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu hak 

atas tanah yang bersifat tetap dan hak atas tanah yang bersifat sementara.
2
 

Hak atas tanah yang bersifat tetap diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria (UUPA) meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. 

Hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam ketentuan Pasal 

53 UUPA meliputi hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak 

sewa tanah pertanian. Sifat sementara dari hak atas tanah tersebut berarti pada 

suatu waktu hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak akan ada lagi dan 

karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional.
3
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Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 telah memberikan landasan 

sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Bahwa bumi dan air serta kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat 

diketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama 

dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya. Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Dasar Negara RI 1945, maka lahirlah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan 

ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang 

tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” 

Melalui hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku  badan 

penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan 

pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, 

yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.
4
   

Persengketaan di bidang pertanahan dapat mengakibatkan timbulnya 

konflik-konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang 

bersengketa, bahkan sampai kepada ahli warisnya. Kesemuanya bermula dari 

pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang lebih berhak atas tanah 
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tersebut, sehingga para pihak berlomba-lomba membuktikan bahwa 

merekalah yang lebih berhak atas tanah tersebut. 

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, makin lama makin terasa 

perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan 

tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas 

tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh 

sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat 

atas kepemilikan hak atas tanah.
5
 

Prinsip utama pendaftaran hak atas tanah adalah untuk memfasilitasi 

jaminan keamanan atas pemilikan tanah dan pemindahan haknya, misalnya 

pembeli akan menikmati tanah dengan tidak ada gangguan pihak lain. Selain 

itu, pendaftaran tanah dibuat untuk menemukan apakah  ada  hak-hak  pihak  

ketiga. Pokok gagasan  dalam  sistem pendaftaran adalah mencatat hak-hak 

atas tanah, kemudian  menggantikan bukti kepemilikan atas pemberian hak 

atas tanahnya. Prinsip pendaftaran tanah harus mencerminkan suatu ketelitian 

mengenai kepemilikan dari tanah dan dari Pihak-pihak Ketiga yang 

mempengaruhinya. Prinsip jaminan pendaftaran adalah status hak 

memberikan jaminan dari ketelitian suatu daftar bahkan seharusnya 

memberikan ganti kerugian kepada siapapun yang menderita kerugian.
6
  

Pendaftaran tanah merupakan prasyarat dalam upaya menata dan 

mengatur pembentukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah 
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termasuk untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan. Pendaftaran tanah 

ditujukan untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi 

pemegang hak atas tanah dengan pembuktian sertifikat tanah, sebagai 

instrumen untuk penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai 

instrumen pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pendaftaran 

hak-hak atas tanah merupakan jaminan dari negara, dan merupakan suatu 

lnstrumen penting untuk perlindungan pemilik tanah. Pendaftaran tanah 

bersifat rechtkadaster yang meliputi kegiatan: 1) pengukuran, pemetaan, dan 

pembukuan tanah; 2) pendaftaran hak-hak tersebut; 3) pemberian sertifikat 

hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang  kuat.
7
 

Sejak berlaku nya PP No. 10 Tahun  1961  tentang  Pendaftaran tanah 

jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat 

aktanya. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, dipenuhi syarat 

terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang di lakukan secara 

sembunyi-sembunyi). Akta jual beli yang ditandatangani para pihak  

membuktikan  telah  terjadi  pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya 

dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan 

menunjukkan bahwa secara nyata atau  riil perbuatan hukum jual beli yang 

bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan bahwa benar 

telah dilakukan pebuatan hukum pemindahan hak untuk  selama-lamanya dan 

pembayaran harganya. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan 
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perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan, bahwa 

penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang haknya yang baru.
8
 

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 

1989
9
 dan PP No. 37 Tahun 1998, telah ditekankan beberapa perbuatan 

hukum yang menjadi tanggung jawab PPAT, yaitu: 

1. Mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta, misalnya 

mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak, 

mengenai sudah dilakukannya pembayaran dalam jual beli, dan lain 

sebagainya 

2. Mengenai objek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data 

yuridisnya 

3. Mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang  

melakukan  perbuatan  hukum. 

Apabila PPAT tidak mengetahui secara pribadi mengenai hal tersebut, 

PPAT dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam 

pembuatan akta.
10 

Kasus jual  beli tanah yang berakhir pada sengketa sering 

mengemuka baik di media cetak, maupun elektronik, dan mungkin yang tidak 

terpublikasikan pun banyak. Oleh karena itu, pra calon pembeli tanah atau 

rumah sudah seharusnya mengetahui hal-hal apa saja yang seharusnya 

dipersiapkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Ketika seseorang 
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membeli tanah,akan dihadapkan pada dua kemungkinan, pertama tanah yang 

akan dibeli memiliki sertifikat, dan yang kedua belum bersertifikat.  

Sengketa pertanahan dewasa ini sering kali terjadi, seperti di 

Kaupaten Magetan. Magetan  merupakan  kabupaten  yang  terletak  di  ujung  

barat  Propinsi  Jawa  Timur  yang  berada pada  ketinggian  antara  60-1.660 

meter diatas permukaan laut. Kabupaten Magetan berbatasan langsung 

dengan  Propinsi Jawa Tengah. Sebelah selatan bagian barat daya   berbatasan 

dengan  Kabupaten  Wonogiri,  sebelah  selatan  bagian  tenggara  berbatasan  

dengan Kabupaten  Ponorogo.  Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten  

Karanganyar,  sebelah  utara  berbatasan   dengan   Kabupaten   Ngawi,  dan  

sebelah Timur berbatasan dengan  Kabupaten  Madiun  dan  Kota  Madiun.  

Kabupaten Magetan merupakan kabupaten  terkecil ke-2 se-Jawa Timur 

setelah Sidoarjo, dengan luas wilayah 688,85 km2. Luas wilayah  tersebut  

terbagi  atas  28.297,24  hektar  tanah  sawah  dan  39.587,50  hektar  tanah  

kering.  Kabupaten  Magetan  memiliki  18  kecamatan,  hal  ini  berarti  rata-

rata luas  tiap  kecamatan  sebesar  38,27  km2.  Jarak  antar  ibu  kota  

kecamatan  tidak  terlalu  jauh  sehingga  menjadikan  salah  satu  faktor  yang  

menguntungkan  untuk  melaksanakan  pembangunan  dengan  cepat. Hal ini 

juga yag menyebabkan Magetan menjadi renta konflik dalam hal sengketa 

pertanahan. 

Seringkali dalam transaksi jual beli tanah menimbulkan permasalahan. 

Dalam jangka pendek pembeli mungkin tidak akan mengalami gugatan dari 

pihak lain, tetapi dalam jangka panjang pembeli akan mengalami gugutan dari 
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pihak lain yang merasa memiliki atau dirugikan akan hak atas tanahnya.  

Menurut Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik 

Indonesia Nomor 1  tahun 2006 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan 

Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat 

Akta Tanah (selanjutnya disebut  Peraturan Kepala BPN No. 1  Tahun 2006)  

diten tukan  “PPAT bertanggung  jawab secara dalam  setiap pembuatan 

akta.” Muncul permasalahan  pada  saat  pendaftaran  peralihan hak atas tanah 

dilakukan pencatatan dalam buku tanah karena hak atas tanah menjadi objek 

sengketa sehingga adanya pengembalian berkas-berkas atau dokumen-

dokumen yang digunakan dalam pendaftaran tersebut oleh kantor pertanahan. 

Tidak terdapatnya pengaturan mengenai tanggungjawab PPAT terhadap 

pengembalian dokumen oleh kantor pertanahan tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan Tesis dengan judul 

“Analisis Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 

Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa di Kabupaten Magetan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

penulis merumuskan beberapa permasalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

dalam peralihan hak atas tanah? 

2. Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 

dengan Jual Beli di Kabupaten Magetan ? 
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3. Bagaimana akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) yang melakukan pembuatan akta tanah sengketa di Kabupaten 

Magetan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis  tanggungjawab Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pendaftaran 

Peralihan Hak Atas Tanah dengan Jual Beli di Kabupaten Magetan . 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis  akibat hukum terhadap Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan pembuatan akta tanah 

sengketa di Kabupaten Magetan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis 

sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani 

masa perkuliahan; dan 
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b.   Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang akan 

penulis diteliti. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu Hukum Agraria dalam hal Pelaksanaan 

Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah . 

b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan 

manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum 

dibidang peralihan tanah sengketa; 

c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi 

penulisan hukum atau penelitian selanjutnya 

d. Terakhir diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk 

memproleh informasi dan pengetahuan hukum tentang 

tanggungjawab  pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam 

pelaksanaan peralihan hak atas tanah sengketa di kabupaten 

Magetan. 

 

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori 

1. Kerangka Konseptual 

Konsep berasal dari bahasa Latin, conceptus  yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya 
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penalaran dan pertimbangan.
11

 Konsepsi merupakan salah satu bagian 

terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa 

suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan 

Operational Definition.
12

 

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, 

maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap 

variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing 

dalam menciptakan hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan 

memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-

variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk 

kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan 

menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan 

pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan 

bagaimana prosedur yuridis empiris   yaitu: 

a. Pengertian tanah 

Kata tanah atau “land” disini memiliki arti yang luas, namun 

dalam hal ini menurut Boedi Harsono tanah adalah permukaan bumi 

yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang 

ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya dengan 

pembatasan Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu sekedar 

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
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penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut 

UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
13

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), tanah adalah: 

1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. 

2) Keadaan bumi disuatu tempat. 

3) Permukaan bumi yang diberi batas. 

4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan dari sesuatu 

(pasir,cadas, napal dan sebagainya). 

Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dari berbagai peraturan 

perundang-undangan. Kesadaran arti penting fungsi tanah terkait 

dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dirasakan semenjak era 

reformasi. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999, tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk hidup, 

mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9 

Ayat 1) itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas 

kesejahteraan berupa milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya 

bersama-sama dengan masyarakat.
14
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b. Pejabat Pembuat Akta Tanah  

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pasal 2 ayat (1), seorang 

PPAT memiliki tuga untuk melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukum itu
15

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada Pasal 1 

ayat (4), mengatakan bahwa Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh 

PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atass Satuan Rumah Susun. 

Akta PPAT adalah akta otentik, hal ini dipertegas oleh Pasal 3 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi : 

“Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, seorang PPAT mempunyai kewenangan 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak 

atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 

terletak di dalam daerah kerjanya”. 

 

Sebagai akta otentik, Akta PPAT harus memenuhi syaratsyarat 

dan prosedur tertentu dalam hal pembuatannya. Menurut Pasal 1868 
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KUHPer akta otentik ialah : suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat d mana akta itu dibuat. 

Pembuatan akta PPAT menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah, diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai 

pendaftaran tanah. Pada Pasal 96 Peraturan Menteri Agraria Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa akta PPAT harus 

mempergunakan formulir atau blanko sesuai dengan bentuk yang telah 

disediakan dan cara pengisiannya adalah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran 16 sampai dengan 23, sebagai berikut : 

1) Akta Jual Beli  

2) Akta Tukar Menukar  

3) Akta Hibah  

4) Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan  

5) Akta Pembagian Hak Bersama  

6) Akta Pemberian Hak Tanggungan  

7) Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah 

Hak Milik  

8) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.  
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c. Pendaftaran Tanah 

Pengertian pendaftaran tanah dalam Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah 

dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tetap dipertahankan 

tujuan dari pada pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 

19 UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah 

yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan 

menjamin hak-hak di bidang pertanahan.  

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah: 

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 

hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
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bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan 

sertipikat sebagai surat tanda buktinya (Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah). Inilah yang merupakan tujuan utama 

pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh 

Pasal 19 UUPA. Maka memperoleh sertipikat, bukan sekedar 

fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah, 

yang dijamin undangundang
16

. 

2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 

perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

3) Untuk terselenggaranya tertib Administrasi Pertanahan. 

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan 

dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. 

Untuk mencapai tertib admistrasi tersebut, setiap bidang tanah 

dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan 

hapusnya wajib didaftar. Demikian ditentukan dalam Pasal 4 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah.
17

 

 

                                                             
16

 Ibid, h.472 

17
 Ibid, h. 474 



16 

d. Pengertian Sengketa Tanah 

Kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of 

interest) di  antara siapa sebagai contoh konkret antara perorangan 

dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum 

dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan tersebut di 

atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap 

antara dapat respons atau reaksi (masyarakat dan pemerintah). Menurut 

Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua 

pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut 

untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang 

diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.
18

 

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 

Peraturan Kepala Nasional Nomor 1 tahun 1999, adalah perbedaan 

pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu 

hak, pemberian hak  atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk 

peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang 

berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak 

lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah 

tersebut.
19

 

Timbulnya sengketa hukum atas tanah adalah bermula dari 

pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-

                                                             
18

 Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugujogja, 

Yogyakarta, h.30 

19
 Pasal 1 Peraturan Kepala Nasional Nomor 1 tahun 1999 
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keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, 

prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh 

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku.
20

 

2. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat 

teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.
21 

Di dalam teori 

hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja Perundang-

undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas 

hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam 

bentuk Perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan 

mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar 

termanisfestasikan sebagai suatu aturan, aturan mengandaikan penafsiran, 

maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.
22

 Asas-asas 

hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran 

tersebut. Asas adalah merupakan sesuatu peningkatan  (optrekking) suatu 

peraturan kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih universal, melalui jalan 

pemikiran. Asas-asas Hukum adalah  bersifat  abstrak, oleh  karena  sudah 

                                                             
20

 Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Cetakan Pertama, 

Alumni, Bandung, h. 22 

21
 Purnama  Tioria  Sianturi,  2008,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang 

Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Penerbit Mandar Maju ,Bandung, h. 10. 

22
 Herlien Budiono, B, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di 

Bidang Kenotariatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 27 
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menjelma di dalam hukum positif, dalam hal ini hukum dasar yang 

tertulis
23

. Berdasarkan hal tersebut kerangka teori yang digunakan yaitu : 

a. Teori Pertanggungjawaban 

Setiap kewenangan sangat erat kaitannya dengan kewajiban 

dan tanggung jawab. Mengenai persoalan pertanggungjawaban 

pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang 

melandasi. Teori Fautes Personalles, bahwa kerugian terhadap pihak 

ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah 

menimbulkan kerugian. Beban tanggung jawab ditujukan pada 

manusia selaku pribadi dan Teori Fautes de Services, bahwa 

kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari 

pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab 

dibebankan kepada jabatan.
 24

 Teori pertanggungjawaban untuk 

menganalisis tanggung jawab PPAT berdasarkan kewenangan yang 

dimilikinya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah yang 

menjadi objek sengketa. 

b. Teori Kepastian Hukum 

Asas Kepastian Hukum sudah umum bilamana kepastian 

sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan 

untuk norma hukum tertulis. Hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan  

kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat 

                                                             
23

 Yulfasni, 2010, Hukum Kontrak, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Andalas Padang,  h. 7 

24
 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, h. 335 
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digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian 

hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan  

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang 

dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai 

suatu peraturan yang harus ditaati. 

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 

(delapan)  asas  yang  harus  dipenuhi  oleh  hukum,  yang  apabila  

tidak terpenuhi,  maka  hukum  akan  gagal  untuk  disebut  sebagai  

hukum,  atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. 

Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, 

tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal 

tertentu; 

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 

3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; 

4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 

6) Tidak boleh  menuntut  suatu  tindakan  yang  melebihi  apa  

yang bisa dilakukan; 

7) Tidak boleh sering diubah-ubah; 

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan 

sehari-hari.  
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Pendapat  Lon  Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus 

ada kepastian antara  peraturan  dan  pelaksanaannya,  dengan  

demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor  

yang  mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.
25

 

c. Teori Perlindungan Hukum 

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli 

yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto 

Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip 

istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain 

pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan 

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan 

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya 

merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur 

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 

                                                             
25
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perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili 

kepentingan masyarakat.
26

 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum.
27

 Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa 

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang 

bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang 

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang 

resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan.
28

 Sedangkan menurut Lili 

Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan 

untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 

adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.
29

 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa 

perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 
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 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53 
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kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah 

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai 

dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun 

dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis 

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

d. Teori keadilan 

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates 

hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai 

mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search 

for justice”.
30

 Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan 

masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan 

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. 

Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles 

dalam bukunya nicomachean ethics, teori keadilan sosial John Rawl 

dalam bukunya a theory of justice dan juga Ahmad Ali dalam 

Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan. 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam 

karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih 

khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya 

ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, 
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mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum 

hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.
31

 

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa 

keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun 

Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik 

dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan 

setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di 

pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan 

bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan 

proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai 

dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari 

pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan 

perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan 

keadilan menjadi jenis keadilan distributive dan keadilan korektif. 

Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam 

hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-

sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya 

bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan 

distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata 

diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang 

menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan 
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oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan 

dihilangkan. 

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada 

distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama 

bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan 

“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak 

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain 

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang 

adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai 

kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
32

 

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan 

sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan 

dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan 

kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu 

kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu 

diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan 

mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau 

telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali 

kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif 

merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif 

merupakan bidangnya pemerintah.
33

 Dalam membangun 

argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan 
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pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat 

kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan 

lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari 

komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan 

dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam 

undangundang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan 

Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber 

pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, 

sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam 

bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa 

didapatkan dari fitrah umum manusia.
34

 Sedangkan Rawls dalam 

bukunya a theory of justice menjelaskan teori keadilan sosial 

sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of 

opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan 

sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang 

paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. 

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan 

menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk 

mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. 

Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity 

menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang 
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untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. 

Mereka inilah yang harus di beri perlindungan khusus. 

Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur 

dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek 

mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas 

diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang 

beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua 

hal.: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi 

ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan 

institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. 

Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu 

untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi 

ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. 

Adapun Achmad Ali dalam karyanya “Menguak Teori 

Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) 

termasuk Interpretasi Undang-Undang, menggambarkan bahwa 

“keadilan” ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang 

harus disucikan, dan berada bukan hanya diruang persidangan 

pengadilan, melainkan dimanapun dan harus dibersihkan dari 

kotoran sekandal dan korupsi. Pada dasarnya proses keadilan adalah 

suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses 

yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi 

ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan 
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panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian Acmad Ali juga 

menyatakan bahwa yang namanya “keadilan” sempurna itu tidak 

ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu. 

Artinya yang dimaksud “keadilan” adalah kelayakan. 

Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa sekalipun hukum itu 

dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yaitu 

tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagikan 

dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang 

lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang 

“mana yang adil” dan “apa keadilan itu”. Tatanan sosial, sistem 

sosial, dan hukum, tidak bisa langsung menggarap hal tersebut 

tanpa diputuskan lebih dahulu tentang konsep keadilan oleh 

masyarakat yang bersangkutan. Kita juga mengetahui bahwa 

keputusan  ini tidak bisa dilakukan oleh subsistem sosial, melainkan 

oleh subsistem budaya, seperti ditunjukan dalam bagian sibernetika 

di muka.”
35

 

Menghadapi era globalisasi dunia, pakar hukum modern telah 

meninggalkan tiga pendekatan hukum klasik yang cenderung 

ekstrem sempit hanya menggunakan salah satu jenis pendekatan, 

apakah yang normatif (positivistik), empiris (sosiologis, 

antropologis, psikologis dan lainnya) atau pendekatan nilai dan 

moral (filosufis), teori triangular concept of legal pluralism (konsep 
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segitiga menghadapi pluralism hukum di era globalisasi dunia) 

menggunakan ketiga pendekatan tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan 

menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan 

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.
36

 

Penelitian berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara 

metodologis, sistematik, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan 

metode atau cara-cara tertentu. Sistematik adalah berdasarkan suatu sistem, 

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan 

kerangka tertentu. Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang 

digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam 

mempelajari, menganalisa, dan memahami untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian 

yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan.Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis 
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empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau 

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.
37

 Meneliti efektivitas suatu 

Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) 

antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri 

dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).
38

 

Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap 

tanggungjawab  pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pelaksanaan 

peralihan hak atas tanah sengketa di kabupaten Magetan. 

2. Bahan  Hukum Penelitian 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan 

hukum primer yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan penelitian ini. Sumber data sekunder  yaitu  Undang-

Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria, Undang-Undang nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, 

Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan 

pejabat pembuat akta tanah, Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2015 

tentang Badan Pertanahan dan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 

tentang peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu juga berupa 

literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan 

materi penelitian. Adapun sumber data tersier yaitu bahan hukum yang 
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menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu 

berupa kamus hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik wawancara dan teknik telaah kepustakaan (study document). 

Wawancara akan dilakukan dengan PPAT dan Petugas BPN Kabupaten 

Magetan, dan pihak lain yang akan dipilih secara acak. Sedangkan teknik 

kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-

bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum 

yang dikumpulkan. 

4. Teknik Analisis Data  

Dalam melakukan analisisnya, tidak hanya melakukan eksplorasi 

dan klarifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan 

juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data 

terpilih yang berhasil dikumpulkan.
39

 Data yang telah dikumpulkan baik 

dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis 

dengan metode analisis data kualitatif yaitu: 

a. Analisis Deskriptif yaitu dengan memilih data yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari wawancara di 

lapangan, analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu 
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menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus ke 

hal-hal yang sifatnya umum. 

b. Analisis Kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi 

data yang diperoleh dari wawancara lapangan, kemudian 

dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi 

kepustakaan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang 

sistematis dan menyeluruh untuk menjawab masalah yang diteliti. 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab 

yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan. 

Sistematika penulisan hukum ini disusun sebagai berikut : 

BAB   I   Pendahuluan 

  Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori,  Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB  II  Tinjauan Pustaka 

  Pada bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang 

Hak Atas Tanah di Indonesia meliputi Pengertian Tanah, Jenis-

jenis Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Milik Atas Tanah, Tujuan 

Pendaftaran Tanah,Tata Cara Pendaftaran Tanah di Indonesia, 

Pejabat yang Berkaitan dengan Pendaftaran Tanah; Tinjauan 
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umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah; Tinjauan Umum 

Tentang  Sertifikat Tanah dan Sengketa Tanah. 

BAB  III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Pada bab ini menguraikan tentang tanggungjawab Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah, 

Keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT), akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) yang melakukan pembuatan akta tanah 

sengketa di Kabupaten Magetan. 

BAB  IV  Penutup 

  Pada bab ini berisi Simpulan secara keseluruhan dari 

pembahasan tesis dan saran yang berhubungan dengan masalah 

tesis. Simpulan ini merupakan jawaban daripada rumusan 

masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari 

hasil pembahasan/penelitian. 

 

  


